PUTUSAN
0808/Pdt.G/2017/PA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan daiam perkara cerai

gugat antara:

Musdalifah, Amd. Keb binti Nurdin MS, umur 27 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikanDiil, tempat
kediaman di RT.015 RW. 005 Kelurahan Paruga
Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Islamuddin bin Ishaka, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan
Salama RT.010 RW. 005 Kelurahan Bada Kecamatan
Dompu Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 03 Juli 2017 yang

terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengaditan Agama Bima dengan

nomor 0808/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan
gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/11/X11/2012 tanggal 19 Desember 2012);

2. Bahwa, setelah pernikaban tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bada
Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu selama 2 tahun 6 bulan. Selama
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pemikanan tersebut Penggugat dengan Tergugat teian hidup rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama

‘Muhammad Syifa (Laki iaki) umur 2 tahun 9 buian;

Bahwa sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat

terus-menerus terjadi perseiisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun iagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat tidak menjamin narkah fahir batin Penggugat sejak buian
Agustus 2015 sampai sekarang;

b. Tergugat sering meiakukan kekerasan fisik;

c. Tergugat suka minum minuman keras dan suka berselingkuh;

d. Tergugat jarang puiang keruman;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut ierjadi pada buian Agustus 2015 yang akibatnya

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan tinggal di rumah orang

tuanya sejak itu puia antara Penggugat dan Tergugat sudan pisan tempat

tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan

Penggugat, tidak ada iagi hubungan iahir maupun batin sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pemah diupaya damaikan oleh

keiuarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasii ;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudan pecah dan sudah tidak dapat dibina iagi sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah suiit dipertahankan iagi, dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

merupakan afternatii terakhir bagi Penggugat untuk menyeiesaikan

permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan aiasan/daiii-daiii diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatunkan putusan yang amarnya oerbunyi :
A. Primer:

1. Mengabuikan gugatan Penggugat;
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2. Menjatunkan taiak satu Bain Sugra Tergugat {(Muhammad isiamuddin bin
Ishaka) Terhadap Penggugat (Musdalifah, A.md. Keb binti Nurdin MS);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang beriaku

B. Subsidair:

Dan atau menjatuhkan putusan iain yang seadii-adiinya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim:;

Bahwa pada Jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri
di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
meskipun ieiah dipanggii secara resmi dan patut, sesuai dengan reiaas
panggilan Nomor 0808/Pdt.G/2017/PABm tanggal 11 Juli 2017 dan
Kketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan aiasan yang san;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui
mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat agar rukun kembaii dengan Tergugat, tetapi tidak bernasii;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan
Penggugat tidaik mengajukan perubanan terhadap surat gugatan Fenggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan
bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.:

5272016107910001 tanggal 25 Juni 2012 yang asiinya dikeiuarkan oieh
pemerintah Kota Bima. Surat bukti tersebut telah dinazegeien dengan
meteral  cukup, teiah dicocokkan dengan surat asiinya dan ternyata sesuai
dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan [ergugat Nomor :
282/I/X1/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh
Kanior Urusan Agama Kecamaian Rasanae Barai Kota Bima. Bukii surat
tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan surat
asiinya dan iermyaia sesuai dengan asiinya, kemudian oieh Hakim Keiua
diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa di samping bukii surat-surai, Penggugat mengajukan dua orang
saksi sebagai berikut;
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1. Aprianingsin binti Nurdin, umur 21 1ahun, agama isiam, pekerjaan Urusan

Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 015 RW. 005

Kelurahan Faruga, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, yang daiam

persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya

sebagai bertkut:
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Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Musdalifah dan Tergugat
bernama Muhammad isiamudadmn;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Banhwa saksi 1anu Penggugat dan Tergugat adaiah suami istri;

Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dengan orang tua Tergugai di Keiuranan Bada Kecamaian
Dompu Kabupaten Dompu;

bahwa saksi tahu Fenggugat dan Tergugat sudan mempunyai i orang
anak bernama Muhammad Syifa (laki-laki) umur 2 tahun lebih;

Bahwa saksi tahu keadaan Penggugat dan Tergugat awainya harmonis,
namun sejak tahun 2015 tidak harmonis karena bertengkar terus
ineneius,

Bahwa saksi tahu sebab pertengkaran karena Tergugat suka minum
minuman keras yang suiit disembuhkan, meiakukan tindak kekerasan
fisik kepada Penggugat, berjudi, berselingkuh dengan wanita lain dan
jarang puiang ke ruman;

Bahwa saksi tahu Tergugat suka minum minuman keras;

Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudanh berpisah
tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, Penggugat pergi karena tidak
tanan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya di
Kelurahan Paruga-Rasana'e Barat Kota Bima sedangkan Tergugat
tinggai bersama orang tuanya di Keiurahan Bada Kabupaten Dompu;
Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak
pernan rukun kempaii dan seiama itupuia Tergugat iidak pernah
menafkahi Penggugat sejak buian Agustus 2015;

Banwa saksi fahu Penggugai dan Tergugat sudan pernan didamaikan

keluarga, namun tidak berhasil;
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2. Nurdin pin Musanwi, umur 52 tanun, agama isiam, pekerjaan swasta,

tempat kediaman di RT. 015 RW. 005 Kelurahan Paruga, Kecamatan

Rasanae Barat Kota Bima, yang daiam persidangan memberikan

keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

Bahwa saksi adaian bapak kandung Penggugat;
Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Musdalifah dan Tergugat
bernama Muhammad islamuddin;
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
Bahwa saksi fahu seieiah menikan Penggugai dan Tergugat tinggai
bersama dengan orang tua Tergugat di Kabupaten Dompu:
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugai sudan mempunyai i orang
anak bernama Muhammad Syifa (laki-laki) umur 2 tahun lebih:;
Banwa saksi tahu keadaan Penggugat dan Tergugat awainya harmonis,
namun sejak tahun 2015 tidak harmmonis karena bertengkar terus
menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun daiam rumah tangga:
Bahwa saksi tahu sebab pertengkaran karena Tergugat suka minum
minuman keras, Tergugat suka memukui Penggugat, Tergugat suka
main judi, berselingkuh dengan wanita lain hingga jarang pulang ke
ruman;
Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
sejak bulan Agustus 2015 karena sudah tidak harmmonis, kemudian
Penggugat pergi dari tempat tinggal karena sudah tidak tahan dengan
perbuatan Tergugat dan tinggal bersama saya seiaku orang tuanya di
Kelurahan Paruga-Rasana'e Barat Kota Bima, sedangkan Tergugat
tinggal bersama orang tuanya di Kejurahan Bada Kabupaten Dompu;
Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak
pernan rukun kembaii dan seiama itupuia Tergugai iidak pernan
menafkahi Penggugat sejak bulan Agustus 2015;
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugati sudah pernah didamaikan
keluarga dan tokoh masyarakat setempat, namun tidak berhasil;
Bahwa Penggugat daiam kesimpuiannya menyatakan ieiap ingin bercerai

dengan Tergugat dan memohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka diunjuk segaia hai
sebagaimana tercantum dalam bersita acara sidang perkara ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi
meiaivi Mediator tidak dapat dilaksanakan ierhadap perikara ini, Karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah
berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembaii dengan Tergugat, tetapi
tidak berhasil;

iMenimbang, bahwa oieh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula
menyurun orang iain sebagai kuasanya, seria ketidakhadirannya tidak
berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan
diputus tanpa kehadiran Tergugat (versiek) berdasarkan Fasai 149 ayat (i)
R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadiian Agama berwenang uniuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap
Tergugat berdasarkan Fasai 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik
dan memiiiki kekuatan pembuktian mengikat dan sempuma, teiah terbuit
bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan
kewenangan Pengadiian Agama Bima untuk memeriksa dan mengadiii gugatan
Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
yang teian diuban dan ditambahn terakhir dengan Undang-undang iNo. 50 Tahun
2008;

hMenimbang, bahwa berdasarkan buktl P.Z yang merupakan akia otentik
dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti
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bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah suami isieri yang sah, sehingga
Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang
pada pokoknya, Bahwa sejak buian November tahun 2009 antara Penggugat
dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi daiam rumah tangga disebabkan antara
lain:

a. lergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak buian Agustus
2015 sampai sekarang;

b. Tergugat sering meiakukan kekerasan fisii;

c. Tergugat suka minum minuman keras dan suka berselingkuh;

d. Tergugat jarang puiang keruman;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan,
berarti daiil-daiii gugatan Penggugat tidak disanggah oieh Tergugat, dan setiap
yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil
Fenggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk daiam bidang
perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat
untuk membuktikan kebenaran adanya aiasan perceraian yang didaiiikan oieh
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalii-daiii gugatan, Penggugat
telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oieh Penggugat tidak
termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi
disampaikan daiam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua
saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua
saksi mendukung daiil-daiii gugaian Penggugai seningga teiah memenuhi
syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175,
308 ayat i dan 309 R.Bg jo. Pasai 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasai 76
Undang-Undang No. 7 tahun 1983, oleh karena itu Majelis Hakim menilai
keterangan kedua sakst tersebui dapat diterima dan dapat dijadikan aiat bukii

yang sah;
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Menimbang, bahwa berdasarkan daiii-daiii gugatan, Keterangan
Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan
fakia sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat teiah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain
a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batn Penggugat sejak buian
Agustus 2015 sampai sekarang;
D. Tergugat sering meiakukan kekerasan fisik;
¢. Tergugat suka minum minuman keras dan suka berselingkuh;
d. Tergugat jarang puiang keruman;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh
pihak keiuarga dan tokoh masyarakat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang waniia sebagai suami isteri dengan tjuan membeniuk
rumah tangga yang bahagia dan kekai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sesual dengan Ai-Quran Surai Ar-Rum ayat 21 dan Pasai 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompiiasi Hukum isiam, di antara
alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi
perseiisinan dan periengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun iagi
dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia tersebut di atas, maka Majeiis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
dan suiit dinarapkan untuk dapat hidup rukun daiam sebuah ruman tangga yang
bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Hai. 8 dari i1. Putusan No.0808 /Pdt. G/2017/PA.Bm

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Menimbang, bahwa memperiahankan kondisi ruman tangga yang
demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua befah pihak, oleh
karena it daiam hai ini beriaku kaidah fikin “menghindari kerusakan/marfsadat
lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 1ahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 118 huruf f
Kompiiasi Hukum isiam, oien karena itu gugatan Penggugat patui dikabuikan:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus
tanpa kehadiran Tergugai, maka gugatan Penggugai tersebut dikabuikan
dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

pMenimbang, bahwa sesuai dengan Pasai 119 ayat {2) hurui ¢ Kompilasi
Hukum islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang teian diubah dan ditamban terakhir dengan
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera
Pengadiian Agama Bima untuk mengirimkan saiinan putusan ini yang teian
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan di tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 taiun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan mempernatikan segaia keientuan peraiuran perundang-
undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan

perkara ini;

Hai. 9 dan 11. Pufusan No.0BOS /Pdi.G/2017/PA.Bm

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut unfuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan taiak satu Ba'in Sughro Tergugat (Muhammad istamuddin bin
Ishaka) terhadap Penggugat (Musdalifah, A.md. Keb binti Nurdin MS);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadian Agama Bima untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatai Nikah (PPN} Kantor Urusan Agama Kecamaian Rasanae
Barat Kota Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten
Dompu, untuk dicatat perceraian tersebui daiam dafiar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumiah Rp253.000,00.(dua ratus fima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan daiam musyawaran Majeiis Hakim pada Senin
tanggal 31 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulkaidah 1438
Hijriyan, oien Majeiis Hakim Pengadiian Agama Bima yang terdiri dari oieh kami
Mulyadi, 8.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi. dan
Muhamad isna Vanyudi, 5.H.i., M.5.i. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan daiam
sidang terbuka untuk umum didampingi oieh hakim-hakim anggota dengan
dibantu oleh Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

Hakim Anggota

+

Muhamad isna Wanyudi, 5.H.i., M.S3.i

Hai. 10 dari 11. Putusan No.0B08 /Pdit.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran CRp. 30.000,-

2. ATK perkara :Rp. 50.000,-

3. Panggiian :Rp. 162.000,-

4. Redaksi :Rp. 5.000,-

5. Materai Rp.  6.000,-

Jumlah Rp. 253.000,-
{dua ratus iima puiuh tiga nbu rupiah).

Hai. 11 dan 1. Putusan No.0808 /Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



